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A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasioanal;

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi pemilihan UmumNomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemiliahan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2023.

Gambaran Umum

Pelaksanaan kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan bertujuan untuk mewujudkan
administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, kegiatan yang dilaksanakan berupa
pembayaran gaji dan tunjangan antara lain :

a. Pembayaran Gaji PNS;

b. Pembayaran Tunjangan (Tunjangan Struktural);

c. Pembayaran Uang Makan PNS;

d. Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU,;

e. Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS.

Target dari kegiatan ini adalah terpenuhinya hak hak pegawai.

B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat adalah internal di lingkungan Komisi Pemilihaan Umum Kabupaten Sukoharjo.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a.

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan dengan
metode swakelola.

Tahapan Pelaksanaan

Untuk kegiatan pengelolaan gaji, dan tunjangan tahun 2023, pelaksanaannya antara lain :
1. Melakukan perencanaan pengeluaran anggaran;

2. Melakukan permintaan penerbitan SPM dan penerimaan SP2D dari KPPN;

3. Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan;

4. Mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluaran.

D. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN
Pelaksana kegiatan adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo bersama Kantor

Pelayanan Perbandaharaan Negara ( KPPN) Surakarta .

E. OUTPUT KEGIATAN
Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawali.



F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan mulai
bulan Januari s/d Desember 2022.
b. Matrik pelaksanaan kegiatan

BULAN
NO KEGIATAN

1 Pembayaran  Gaji

dan Tunjangan

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah sebesar Rp2.362.513.000,- (dua miliar

tigaratus enampuluh dua juta limaratus tigabelas ribu rupiah)..

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala
sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) yang bersangkutan.

Sukoharjo 27 Februari 2023
Sekretaris

(SUHADI)



